
PERATURAN DAERAH KABUPATEN T.dRA}IGA,I{YAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN KARANGAIIYAR NOMOR 1
TAHUN 2OO5 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER. DAN KEUANGAN PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH
KABUPATEN K^A.RAN GAI{YAR.

{enimbang i a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGAI{YAR,
' . '

bahwa d.engan telatr berlakunya Perahrran Pemerintah Nomor

24 Tahun 2004 tentang Kedud"ukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaliilan Ralqyat Daerah

Kabupaten Karanganyar beserta Perubahannya, maka

Peraturan Daerah Kabupaten I(aranganyar Nomor L Tahun

2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten

Karanganyar perlu diubah;

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan

dengan Peratrrran Daerah.

Unrlang-Undang Nomor 13 Tahurr 1950 tentang Pembentukan

DaeraLr-daerah Kabupaten dalarn lingkungan Propinsi Jawa
Tengalr;

iengingat 1 .

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentalg

Protokol ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norn.or 3363);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang

Penyelenggaran Negara y{Lg Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

b .



4 ,

5.

7 .

8 .

9 .

10 .

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tenb.ng Keuq5rgan
I'legara ( Lerrr.baran Negara Republik trndonesia Tahun 2oo3
Nomor 47, Tarrtbahan Lembaran Negara Reprrbiik Indonesia
No{o{. a!,86);

Llndang-undang Nomor 22 l'ahun 2003 tentang susunan dan
Kedudukan Majelis permusyawaratan Ralqrat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Ratiyat Daerah
( Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
92, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonbsia Nomor'
a310) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun . 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lernbalan Negara
Republik Indonesia Nomor .+3S5);

undang-Undang Nomor 1o 'tahun 2oo4 Tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan ( l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nornor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3g9);
undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Nega*r Repu.blik Ind.onesia
Nomor aa37l;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan

Keuangan antara Pemerintati pusat dan pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38l;

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang
Ketentuan Keprotokolan Mengenai rata Tempat, Tata upacara
dan Tata Penghormatan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2000 Nomor s4, Tambatran Lembaran
Negara Repu.blik Indonesia Nornor B9S2 );
Peraturarr Pemerintah Nomor 45 Tahun Lgg4 rentang pqjak
Penghasilan Bagr Pejabat Negara, pl{S, Anggota ABzu 1fu
para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepad.a
Keuangan Negara atau Keuarrgan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1,gg4 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3STT );
Peratu.ran Pemerintah Nomor 2s rahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan propinsi sebagai

i  1 .

12.



Daerah otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Reprrblik
Indonesia Nomor 3952 );
PerAturan . Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OOl tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Nega-r:a Republik Indonesia

Tahun 2ooL Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor 4090 );
Peraturan Pemer:intah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang
I(edudukan Protokoler dan Keuang;an Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah ( lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan
l,embaran Negara Republ.ik Indonesia Nomor 4416 ),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah

Nomor 37 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor a540 );
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2oo4 tentan.g
Pedoman Penlrusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daera-h ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 91, Tambahan Lernbaran Negara Reprrblik Indonesia

Nomor aal7);

16. Peraturan Daerah l(abupaten Kar,angany'ar Nomor 1 Tahuir

20OS terrtang KeCudukan Protckoler dan Keuangan pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten
Karanganyar (l,embaran Daerah Kerbtrpaten Kaianganyar
Tahun 2005 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersam:r

DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH KABUPATEN I(ARANG,A.I\TYAR

dan

BUPATI KARANGAI{YX.R

MEMUTUSI(AN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBA}IAN ATAS PERATURAN

DAERAH KABUPATEN I{ARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2OO5
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH
KABUPATEN KARANGAI{YAR.

13.

1 Art .

15.

,Menetapkan



Pasal I

Beberapa ketelrtrral dalasr Peratr.lral Daeratr Kabupaten

Karanganyar Nomor 1 Tahun 2oo5 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan - Pirrrpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Karanganyar diubati sebagai berikut :

1. Ketentuan Konsideranr- mengingat Nomor 10 dihapus dan

selanjutnya Nomor urut dibaca 1 sam.pai dengan 16'

2. Ketentuan TJmum Pasal t huruf t diubahsehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 1

t. Tunjangan Kesejeihteraan adalah hrnjangan yang

disediakan kepada Pimpina,n dan Anggota DPRD berupa

pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaart

rumah jabatan Pimpinal DPRD dan perlengkapannya,

. rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas

jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang

cluka wafat/tewaS {an banh-rarr. biaya pengun'rsan jenaz'eh'

3. Ketentuan Pasa-i 14 diubah, sehirtgga Pasal L4 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 14

pimpinan atau, Anggota DPRD yang dudul< dalam Panitia

Musyawarah atau Kornisi atau Panitia Anggaran atau Badan

Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan,

diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

a. Ketua sebesar 7,5o/o (tujuh setengatr perseratus) dari

T\rnjangan Jabatarr Ketua DPRD;

b. wakil Ketua sebesar 5% (lima pe::seratus) dari Tunjangan

Jabatan Ketua DPRD;

c. Sekretaris sebesar 4o/o {err1pat perserahrs) dari Tunjalgan

Jabatan Kehra DPRD;

d. Anggota 3o/o (tiga Perserahrs)
Ketua DPRD.

'  
- . t

dari T\rnjangan Jabatan

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai

berikut:



5.

pasal 16
(l) Pimpinan darr Anggota DPRD beserta keluarganya

diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan clalarn

., .bentirk pembayaran prenri asuransi kesehatan kepada
lembaga Asuransi yang critetapkan oleh pemirintatr

Daerah.

(2) Keluarga Pimpinan da'r Anggota DPRD yang rnendapat
jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri
dan 2 (dua) orang anak.

(3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud. pada
ayat (1) termasuk biaya general cheek-up 1 (satu) kali
dalam setahun bagi pimpinan dan Anggota DpRD.

(4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pad.a
ayat (1) dibebankan pada .APBD.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1)O
(l) Dalam hal Pernerintah Daerah belum dapat menyediakan

rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota
DPRD, kepada- yang bersa'gkutan diberikan tunjangan
perumahan.

(2) Trrnjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan dalam be'.tuk uang dan dibayarkan setiap
bulan terhitung mulai tanggat pengucapan sumpah/ianji.

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagirnana dimaksud

. ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran
dan rasionalitas serta standar ha'ga setempat yang
berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan
perumahan sebagaimana dimak-sud pada ayat (2,1,
ditetapkan dengan Peratur.an Btrpati.

Penjelasan Pasal 2r diubqh sebagaimana tercantum iLr"-
Penjelasan.

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai
berikut :

6 .

7 .



Pasal 24

(l) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk

mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang

.pPRp.
(2) Belanja Penunjang Kegintan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun berdasalkan rencana ke{a yang

ditetapkan Pimpinan DPRD.

(3) Rencana Kerja DPRD dapat trerrpa kegiatan :

a. rapat- rapat;

. b. Lunjungan kerja;

c. penyiapan rancangan peratu.ran daerah, pengkajian

dan penelaahan peraturan daerah;

d. peningkatan sumber daya manusia dan

profesionalisme;

e. koord.inasi dan konsulta.si kegiatan Pemerintahan

dart Kemasyarakatan.

8. Bab V Pasal 25 dihapus, sehingga Bab VI Pasal 26 sampai dengan

Bab VII Pasal 31 berbunyi Bab V Pasal 25 sampai dengan Bab VI

Pasal 30.

9. Diantara ayat (2) dan avat (3) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat,

yakni ayat (2al dan Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, sehi::gga

Pasal 26 berbunyi sebagai berilin"it :

Pasal 26

(l) .Sekretaris DPRD menrusun belanja DPRD yang ter:diri

atas belanja penghasilan Pimpinan dan Ang;ota DPRD,

tunjangan kesejatrteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang

diformulasikan ke dalarn Rencana Kerja c!.an Anggara-n

Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Elelanja Penghasiian Pimpinan dan Anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pader eyat (1) tersebut .ia'"*

ketentuan Pasal LO, dianggarkan dalam Pos DPRD.

(2a) Tunjangan Perurnahan sebagaimana. dimaksud pada ayat

(2) tersebut dalam ketentuan Pasal 2A dianggarkan

dalam Pos DPRD. :::
(3) T\rnjangan Kesejatrteraarr Pimpinan dan Anggota DPRD

sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) tersebut dalam



ketentuan. Pasal 16, Pasal 17, pasal 1g, pasal 21, pasa

22, dan Pasal 23 serta Beianja penunjan.g Kegiatan DPRI
sebagairnana dimaksuC dalam pasal 24 ayat (2)

.. dianggarkan dalam Pos sekretariert DPRD yang diuraikar

ke dalam jenis belanja sebaga.i berilmt:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja perjalanan dinas;

d. belanjapemeliharaan;

e. belanja modal.

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretanis

, DPRD denglan berpedoman pada ketentuan perattrran

Perundang,undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pacla !&nggal diundangkal.

Agar setiap orang merrgetahuinya, mem.erintahkan pengundangan

Perahrra.n Daerah ini dengan penempatannya dalam L,embaran

Daerah Kabupaten Karanganyar. .

Di tetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 iioper:rbor Z0O5

HJ.RIN, GSIH'S.Pd.,M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 22" Itlo,Tuvabt* 2'Dos

DAERATI
GAI{YAR,

f-,vliif*

LEMBARAN I{ABUPATEN I(ARAT{GAIrYAR TATIUN 2OO5 ITOMOR. .."'....



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

,,.J:XffiilX,,.^*
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2OO5

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABIJPATEN KARANGANYAR

I.  UMUM

. DPRD sebagai lembaga Pernerintah Daerah, rnempunyai kedudukan
setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah
Daerah. Itedudukan yang setara dan memiliki hubungan kerja bersifat

. kemitraan dengan Pemerinterh Daerah. Kedudukan yang setara bermakna
bahwa antara DPRD dan Pernerintah Daerah memiliki kedudrrkan yang sarna
dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan
berarti DPRD merupakan mitra kerja Femerintah Daerah datam. membuat
kebijakan daerah rnasing-masing. tserdasarkan hak tersebut antara kedua
lembaga wajib memelihara dan mernbangun hr-lbungalr. kerja yaug harmonis dan
satu sama lain harus saling mendukung. ,::

Pengaturan tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD
merupakan pedoman pelaksanaan secara kenegaraan atau secara resmi

' Pemerintah yang diselenggaraka+ di daerah seh'ubungan dengan jabatannya

sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksucl meliputi tata
tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
merupakan pedoman dalam rangka penyediaan ateru pemberiarr penghasilan
tetap dan tunjangan lcesejahteraan serta belanja. penunjang kegiatan untuk
mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melerlui APBD berdasar rasa
efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggungjawab sesuai dengan renca-na
kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Bahwa dengan telah diubahnya Ppraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun
2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuan.gan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 20OS tentang Pelrbatran Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 TaLrun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler rJan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Ra-lryat Daerah rnaka Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar lYomor 1 TaLrun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daer:ah
Kabupaten l(arangan)'ar perlu diadakan perubahan



II. PASAL DEMI PASAI,
Pasal I

Angka 1
Pasal 1

Gulmp Jelas
Angka 2

Pasal 14
Cukup Jelas. il

tsktp3""d 
,o
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemeliharaan Kesehatan'
adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan,
penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD paling tinggi sanla dengan besarnya premi
asuransi Bupati yang bersangkutan.

Ayat (2)
Yang dimakstrd dengan su.ami atau isteri adalah 1
(satu) orang suami atau 1 (sattr) orang isteri.
Yang dimaksud dengal anak adalah anak kandung
atau anak angkat.

Ayat (3)
Culnrp Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Angka 4
Pasal 20

Cukup Jelas
Angka 5

Pasal 2 1
Ayat (1)

Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :
a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang

dalam 1 (satu) tahun;
b. trakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang

dalam 1 (sahr) tahun;
c. Pakian Sipit Lengkap disediakan 1 (satu) pasang

dalam 5 (lima) tahun;
d. Pakaian Dinas Harian lenga:r panjang 1 {satu)

pasang dalam 1 {satu) tahun.
Ayat (2) . , -+, ,

Penetapan 
"h4pt 

sati-rarr harga dan kualitas bahan
. pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghe-

matan, kepahrtan dan llewajaran.
: Angka 6

Pasal 24

i 
Cukup Jelas.

i



Angka 7
Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

.{yat (2)
Cukup Jelas

Ayat (2al
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "diuraikan ke dalam jenis
belanja" adalah setragai beril<rt :
a. Belanja pegawai antana lain untrrk kebutuhan

belanja Gqii dan Tunjangan Pegawai Sekretariat
DPRD sesuai dengan golongan jabatan.

b. Belanja barang dan jasa yaitu rmtuk kebutuhan
belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat
tulis kantor, Pakaian Dinas Pimpinan dan
Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD,
premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat
daerah, belanja listrik, telepon, air', gad, dan
ongkos kantor lainnya.

c. Belanja Perjalanan Dinas yaihr belanja perjalanan
Pimpinan dan Anggofa. DPRD dalam rangka
melaksanakan tugasnya atas narna Lembaga
perwakilan ralryat daerah baik di dalam daerah
maupun keluar daerah yang besarnya
disesuaikan denga:r standar perjalanan dinas
Pegawai Negeri Sipil tingkat A yang ditetapkan
oleh Bupati.

d. Belanja Pemelihraan antara lain pemeliharaarr
sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan
Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan
Rumah Dinas Anggota DPRD dan Kendaraan
Dinas Pimpinan DPRD.

e. Belanja Modal antara lain untuk kebuhrhan
pembangpnan / perluasan / penambahan gedung
kantor/ rumah jabatan/ rumah dinas, pengadaan
perlengkapan/ pera.latan rumah jabatan Pimpinan
DPRD dan/atau nrmah dinas Anggota DPRD,
perlengkapan/ peralatan kantor, pengadaan
kendaraan dinas Pimpinan DPRII yang bersifat
menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat (4)
Cukup Jela.s

Pasal II
Cukup Jelas




